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Ikhtisar Putusan

Pemohon | merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang mendapat
dukungan publik dari beberapa partai politik (parpol) untuk mencalonkan diri sebagai calon
Presiden. Adapun Pemohon |l merupakan perseorangan warga negara Indonesia yang
terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum yang memiliki hak untuk memilih (right to
vote). Para Pemohon dirugikan konstitusionalnya akibat terhalangnya keinginan para
Pemohon baik untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden ataupun mendapatkan
sebanyak-banyaknya pilihan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD
1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK,
dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo;

Bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, menurut Mahkamah, norma Pasal 222
UU 7/2017 berkenaan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Para
Pemohon mengaitkan hal tersebut dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon sebagai
perseorangan warga negara yang memiliki hak konstitusional dalam memeroleh kepastian
hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan ketentuan
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum
pelaksanaan pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh
kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan
ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut
permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai



politik.

Bahwa partai politik yang dimaksud adalah berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan harus memenuhi syarat yang ditentukan
dalam Pasal 3 UU 2/2011 secara kumulatif, serta syarat verifikasi dalam Pasal 173 ayat (1)
dan ayat (2) UU 7/2017, yang selanjutnya ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, maka subjek hukum yang mempunyai hak
konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dan oleh karenanya
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan norma yang dimohonkan
pengujian oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta
pemilu.

Bahwa terkait dengan kualifikasi Pemohon 1, dalil bahwa Pemohon | beberapa kali
mendapat dukungan publik dari beberapa partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon
Presiden dan dimintakan untuk membayar sejumlah uang, tidak terdapat bukti yang dapat
meyakinkan Mahkamah. Seandainya Pemohon | memang benar didukung oleh partai politik
atau gabungan partai politik peserta pemilu, Pemohon | mestinya menunjukkan bukti
dukungan itu kepada Mahkamah atau menyertakan partai politik pendukung untuk
mengajukan permohonan bersama dengan Pemohon |. Berkenaan dengan argumentasi
kerugian potensial yang terjadi ketika mendeklarasikan diri dalam pemilihan presiden dan
wakil presiden harus membayar sejumlah uang kepada partai politik tertentu, hal tersebut
adalah persoalan yang tidak relevan dan tidak didukung dengan bukti yang bisa meyakinkan
Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon | tidak memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Bahwa terkait dengan kualifikasi Pemohon Il Pemohon Il tidak memiliki kerugian
konstitusional karena pada saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu anggota legislatif
tahun 2019 dianggap telah mengetahui bahwa hasil hak pilih Pemohon akan digunakan juga
sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon
presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu
serentak tahun 2024. Terkait dengan anggapan kerugian Pemohon Il bahwa adanya potensi
dalam ketentuan norma a quo yang menyebabkan Pemohon Il tidak memiliki kebebasan
memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang banyak adalah tidak beralasan
karena norma tersebut tidak membatasi jumlah pasangan calon yang berhak mengikuti
pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang
diuraikan oleh Pemohon 1l tidak berkaitan dengan isu konstitusionalitas norma a quo,
sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon Il tidak memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah para Pemohon tidak
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan
para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan
permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Terhadap putusan Mahkamah a quo, empat orang hakim yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo,
Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi
Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) perihal kedudukan
hukum Pemohon II. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi para Pemohon serta ditambah
dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas pengajuan calon
presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang
pernah diputus sebelumnya, khusus Pemohon Il seharusnya dinyatakan memiliki kedudukan
hukum untuk mengajukan permohonan a quo sebab Pemohon 1l telah menerangkan
anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 222 UU

2



7/2017.

Berkaitan dengan kedudukan hukum, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 juga mengandung right to
vote bagi setiap warga negara yang mempunyai hak untuk ikut memilih dalam kontestasi
pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, pendapat
tersebut tidak terlepas dari hakikat konstruksi normatif Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang
meletakkan dua kepentingan secara berbarengan, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk
dipilih (right to vote and right to be candidate) sebagai hak konstitusional warga negara yang
selama ini jadi roh pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam
pengujian norma undang-undang dalam ranah pemilihan umum.

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, demi melindungi hak konstitusional warga
negara, kami berpendapat tidak terdapat alasan yang mendasar untuk menyatakan
Pemohon Il tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan a quo. Karena itu,
seharusnya Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon Il untuk
mengajukan permohonan a quo. Dengan diberikannya kedudukan hukum bagi Pemohon 11,
Mahkamah Konstitusi seharusnya mempertimbangan pokok permohonan yang diajukan
Pemohon II.



